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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan
pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Manfaat dari pajak
mungkin tidak langsung dirasakan oleh para wajib pajak. Namun, dana
yang terkumpul dari pajak ini akan digunakan untuk pembangunan secara
merata untuk kepentingan umum. Pajak adalah sumber penerimaan
terbesar di hampir semua negara di dunia. Pembayar pajak tidak
mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan
dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat (Ginting, 2016).

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama tax avoidance
biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan
meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (loophole)
ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran
pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar
ketentuan - perpajakan. . Tax Avoidance  sendiri-merupakan suatu
pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran
pajak yang bertujuan untung meringankan kan beban pajak dengan
mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu

negara. Tax avoidance atau praktik penghindaran pajak adalah suatu



skema transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau
bahkan menghapus beban pajak dengan memanfaatkan celah/loophole
dalam kebijakan dan peraturan perpajakan (Ginting, 2016).

Persentase tingkat tax avoidance perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sesuai pengukuran cash
effective tax rate (CETR) antara lain dilakukan oleh Bank Panin Syariah
dengan laba sebesar Rp. 16.631.795.000 dan dengan penghasilan kena
pajak Rp. 95.731.515.000, Bank Panin Syariah melakukan penghindaran
pajak sebesar 0,20. Demikian halnya dengan Bank Victoria pada tahun
2017 yang memperoleh laba sebesar Rp. 32.735.537.000 dan dengan
penghasilan kena pajak Rp. 121.532.701.000, melakukan penghindaran
pajak sebesar 0,37 (Nurjannah, 2017).

Faktor pertama yang mempengaruhi tax avoidance merupakan
praktik mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari
ketentuan perpajakan, sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum
yang berlaku. Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah suatu skema
penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan
memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara
(Kurniasih dan Sari, 2013). Hasil penelitian Saputra dan Asyik (2017)
menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berimbas terhadap tax avoidance.
Namun hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013), Sari dan Devi (2018),
Arianandini dan Ramantha (2018) serta Rozak, dkk (2018) menunjukkan

bahwa profitabilitas berimbas negatif terhadap tax avoidance.



Faktor kedua memiliki imbas pada perilaku menghindari pajak
yaitu leverage. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan leverage.
Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya
utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam
menjalankan aktivitas operasinya (Arianandini dan Ramantha, 2018).
Rasio leverage menunjukkan pembiayaan suatu perusahaan dari utang
yang mencerminkan semakin tingginya nilai perusahaan (Kurniasih dan
Sari, 2013). Leverage merupakan penambahan. jumlah utang yang
mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau interest
dan pengurangan beban pajak penghasilan WP Badan (Kurniasih dan Sari,
2013). Hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013), Arianandini dan
Ramantha (2018) serta Rozak, dkk (2018) menyatakan bahwasannya
kemampuan membayar hutang tidak berimbas pada tax avoidance. Namun
hasil penelitian Saputra dan Asyik (2017), Dharma dan Ardiana (2016)
serta Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan bahwa leverage berimbas
negatif terhadap tax avoidance.

Faktor ketiga memiliki imbas pada perilaku menghindari pajak
yaitu Corporate Governance (CG) merepresentasikan perbedaan
kepentingan antara pengelola dan pemilik perusahaan mengenai baik dan
buruknya aspek corporate governance atas praktik pengambilan keputusan
perpajakan. Corporate governance (CG) pada riset ukurannya memakai
dua proksi, yaitu wakil untuk komposisi anggota independen (KOM) dan

agen untuk keberadaan komite audit (AUD) (Sari, 2017). Hasil penelitian



Ginting (2016), Pradasari dan Ermawati (2018) serta Asri dan Suardana
(2016) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berimbas terhadap
tax avoidance. Namun hasil penelitian Saputra dan Asyik (2017), serta
Sari (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen berimbas negatif
terhadap tax avoidance.

Faktor selanjutnya memiliki imbas pada perilaku menghindari
pajak yaitu komite audit. Komite -audit bertanggung jawab untuk
mengendalikan proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk
menghindari penyimpangan manajemen. Fungsi komite audit yang efektif
memungkinkan kontrol yang lebih baik atas perusahaan dan laporan
keuangan serta mendukung tata kelola perusahaan yang baik. (Kurniasih
dan Sari, 2013). Hasil penelitian Saputra dan Asyik (2017), Sari (2017),
Kurniasih dan Sari (2013), serta Sari dan Devi (2018) menunjukkan bahwa
komite audit tidak berimbas terhadap tax avoidance. Namun hasil
penelitian Diantari dan Ulupui (2016) serta Asri dan Suardana (2016)
menunjukkan bahwa komite audit berimbas negatif terhadap tax
avoidance. Sedangkan hasil penelitian Pradasari dan Ermawati (2018)
menunjukkan bahwa komite audit berimbas positif terhadap tax avoidance.

Faktor selanjutnya memiliki imbas pada perilaku menghindari
pajak yaitu kompensasi rugi fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir,
otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin
untuk menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dengan

penggelapan pajak. Kompensasi rugi fiskal adalah upaya yang dilakukan



bagi perusahaan yang merugi untuk tidak dibebani pajak. Kerugian fiskal
dapat dikompensasikan sehingga kompensasi rugi fiskal dapat
dimanfaatkan untuk melakukan penghindaran pajak (Ginting, 2016). Hasil
penelitian Sari (2017) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak
berimbas terhadap tax avoidance. Namun hasil penelitian Diantari dan
Ulupui (2016) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berimbas
negatif signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian
Ginting (2016), serta Kurniasih dan Sari (2013). menunjukkan bahwa
kompensasi rugi fiskal berimbas positif signifikan terhadap tax avoidance.

Beberapa kasus mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan di Indonesia serta beberapa peneliti terdahulu mengenai faktor-
faktor yang berimbas terhadap tax avoidance menunjukkan hasil yang
berbeda, menjadikan motivasi untuk melakukan pengujian lebih lanjut
mengenai faktor-faktor yang berimbas terhadap tax avoidance. Penelitian
ini- mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Asyik (2017).
Perbedaan penelitian ini_dengan penelitian sebelumnya adalah pertama,
penambahan variabel independen kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi
fiskal ditambahkan sebagai variabel independen karena perusahaan yang
mengalami- kerugian akan diberikan keringanan dalam membayar pajak
yang dikompensasikan selama 5 tahun, sehingga kemungkinan
penghindaran pajak bisa dilakukan. Kedua, obyek penelitian Saputra dan
Asyik (2017) adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas 100

sedangkan obyek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang



1.2.

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, periode penelitian Saputra dan
Asyik (2017) adalah 2013-2016 sedangkan periode dalam penelitian ini
adalah 2016-2020.

Sesuai uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul
“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, CORPORATE
GOVERNANCE DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL TERHADAP
TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-

2020”.

Ruang Lingkup
Mengingat luasnya permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor

yang mempengaruhi penghindaran pajak, agar lebih fokus pada
permasalahan yang diteliti, maka peneliti dalam penelitian ini membatasi
permasalahan pada: :
1. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel

terikat sebagai berikut. :

a. Variabel independen : profitabilitas, leverage, komisaris independen,

komite perusahaan dan kompensasi rugi fiskal.

b. Variabel dependen : tax avoidance.
2. Obyek penelitian ini adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

3. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari
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tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini
dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tax avoidance?

5. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap tax avoidance?

Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tax
avoidance.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap tax avoidance.

3. Menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap tax
avoidance.

4. Menguji- dan menganalisis pengaruh  komite audit terhadap tax
avoidance.

5. Menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap

tax avoidance.



1.5. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang
baik sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai data masukan
untuk pengetahuan ekonomi_ tentang faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi penghindaran pajak.
2. Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Bagi peneliti selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan, pedoman,
dan motivasi untuk melakukan ‘penelitian lebih lanjut mengenai
pengaruh profitabilitas, leverage, komisaris independen, komite
perusahaan, dan  kompensasi. “kerugian finansial terhadap
penghindaran pajak.
b. Bagi akademis
Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris yang akan
menambah  wawasan dan  pengetahuan tentang pengaruh
profitabilitas, leverage, komisaris independen, komite perusahaan,

dan kompensasi kerugian finansial terhadap penghindaran pajak.



c. Bagi pemerintah
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi
untuk pengambilan keputusan dan kebijakan terkait penghindaran

pajak yang diharapkan.



